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ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech), especially online lending platforms,
has expanded access to credit for unbanked and underbanked populations in Indonesia.
However, this convenience also brings legal risks, particularly concerning debtor protection
in electronic loan agreements. This study aims to analyze the legal protection of debtors in
online lending agreements following the regulatory strengthening by the Otoritas Jasa
Keuangan in 2025 and to evaluate the effectiveness of these requlations in ensuring fairness
and transparency. The research uses a qualitative normative approach with library research,
analyzing 35 relevant literatures from accredited national and international journals, 10
platform loan agreements, and 35 consumer complaint documents from 2023-2025. Data
were analyzed using descriptive-analytical and prescriptive methods to examine the
alignment of requlatory norms with consumer protection principles and contractual fairness.
The results indicate that the 2025 regulatory strengthening has improved transparency in
loan terms, limited interest rates and fees, and standardized debt collection practices.
Consumer complaints regarding intimidation and unclear loan costs have decreased, while
data privacy protection has improved but still faces challenges. Borrowers’ legal literacy and
oversight of third-party debt collectors remain critical factors influencing the effectiveness of
these regulations. The study concludes that the 2025 OJK regulations provide progressive
improvements in debtor protection but require continued oversight, technological
integration, and financial literacy enhancement to achieve comprehensive legal protection.
Keywords: Online Lending, Debtor Protection, Fintech, Regulation, Consumer Rights

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech), khususnya platform pinjaman online,
telah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki layanan perbankan
formal di Indonesia. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko hukum, terutama
terkait perlindungan debitur dalam perjanjian pinjaman elektronik. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online pasca
penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025 dan mengevaluasi efektivitas
requlasi tersebut dalam menjamin keadilan dan transparansi. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis 35 literatur
ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, 10 perjanjian pinjaman
online, serta 35 dokumen pengaduan konsumen periode 2023-2025. Data dianalisis
menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menilai kesesuaian norma
regqulasi dengan prinsip perlindungan konsumen dan keseimbangan kontraktual. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi tahun 2025 meningkatkan transparansi
ketentuan pinjaman, membatasi bunga dan biaya, serta menstandarisasi praktik penagihan.
Pengaduan konsumen terkait intimidasi dan ketidakjelasan biaya menurun, sedangkan
perlindungan data pribadi meningkat tetapi masih menghadapi kendala. Literasi hukum
debitur dan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan tetap menjadi
faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum. Kesimpulan penelitian ini
menyatakan bahwa requlasi OJK 2025 memberikan kemajuan progresif dalam perlindungan
debitur, namun memerlukan pengawasan berkelanjutan, integrasi teknologi, dan
peningkatan literasi keuangan untuk mencapai perlindungan hukum yang komprehensif.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Perlindungan Debitur, Fintech, Regulasi, Hak Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia dalam lima tahun
terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada sektor
pinjaman online (peer-to-peer lending). Transformasi digital sektor jasa keuangan
telah memperluas inklusi keuangan sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam
aspek perlindungan hukum konsumen. Akses pembiayaan yang cepat dan tanpa
agunan menjadi daya tarik utama masyarakat, terutama kelompok unbanked dan
underbanked. Namun, kemudahan tersebut seringkali diikuti oleh persoalan hukum
seperti bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan ketidakseimbangan posisi tawar dalam
kontrak elektronik (Rahmawati, 2021). Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan
regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi keuangan digital.

Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
memiliki mandat konstitusional untuk menjamin perlindungan konsumen dan
stabilitas sistem keuangan. Dalam laporan pengawasan lima tahun terakhir,
pengaduan terkait pinjaman online menempati posisi signifikan dibandingkan
sektor jasa keuangan lainnya. Permasalahan yang dominan meliputi
penyalahgunaan data pribadi, intimidasi dalam penagihan, serta klausula baku yang
merugikan debitur. Ketimpangan relasi kontraktual ini menunjukkan bahwa asas
kebebasan berkontrak belum sepenuhnya berjalan secara proporsional dalam praktik
fintech lending (Pratama & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penguatan regulasi
menjadi instrumen korektif untuk menjamin keseimbangan hukum.

Penguatan regulasi OJK tahun 2025 merupakan bagian dari reformasi
pengawasan fintech yang menekankan transparansi, pembatasan bunga, serta
perlindungan data pribadi debitur. Regulasi ini juga memperketat mekanisme
penagihan dan memperjelas standar operasional penyelenggara. Secara normatif,
kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan perlindungan konsumen berbasis
risiko dan akuntabilitas digital (Sari, 2023). Pembaruan ini diharapkan mampu
menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan oleh penyelenggara yang
tidak bertanggung jawab. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut
memerlukan analisis akademik yang mendalam.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah mengkaji perlindungan
hukum dalam sektor fintech. Penelitian oleh Wulandari (2020) menyoroti pentingnya
harmonisasi regulasi fintech dengan prinsip perlindungan konsumen modern.
Sementara itu, Nugroho dan Putri (2021) mengkaji aspek keabsahan perjanjian
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elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian lain oleh
Firmansyah (2022) menekankan urgensi penguatan pengawasan terhadap pinjaman
online ilegal yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, Lestari dan Kurniawan (2023)
membahas perlindungan data pribadi sebagai elemen krusial dalam transaksi digital.
Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji
dampak penguatan regulasi pasca 2025 terhadap konstruksi perlindungan hukum
debitur.

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa regulasi fintech harus
mengintegrasikan aspek teknologi dan etika digital. Studi oleh Chen (2021)
menegaskan bahwa transparansi algoritma credit scoring menjadi faktor penting
dalam mencegah diskriminasi terhadap debitur. Selain itu, penelitian Ahmed dan
Rahman (2022) menggarisbawahi perlunya pendekatan pengawasan berbasis risiko
dalam industri pinjaman digital. Temuan tersebut relevan dengan konteks Indonesia,
di mana sistem otomatisasi dan pemrosesan data besar (big data) menjadi fondasi
operasional pinjaman online. Tanpa regulasi yang kuat, potensi pelanggaran hak
privasi dan ketidakadilan kontraktual akan semakin besar.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek perlindungan
konsumen dan kontrak elektronik, masih terdapat kesenjangan pengetahuan terkait
analisis komprehensif terhadap implikasi yuridis penguatan regulasi OJK tahun
2025. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada fenomena pinjaman online
ilegal atau perlindungan data pribadi secara umum, tanpa mengkaji perubahan
normatif dan dampaknya terhadap posisi hukum debitur dalam kontrak digital
(Rahmawati, 2021). Ketiadaan analisis tersebut menyebabkan belum terpetakannya
secara sistematis efektivitas perlindungan hukum dalam rezim regulasi terbaru.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan
asas keseimbangan dalam hukum perjanjian dengan regulasi fintech lending. Dalam
konteks kontrak baku digital, negara memiliki peran penting sebagai regulator untuk
mengoreksi ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen (Pratama &
Hidayat, 2022). Penguatan regulasi 2025 seharusnya dipahami sebagai bentuk
intervensi normatif untuk mewujudkan keadilan kontraktual dalam transaksi
elektronik. Oleh sebab itu, analisis konseptual yang mengaitkan teori perlindungan
hukum dengan praktik fintech menjadi relevan untuk dikembangkan.

Urgensi penelitian ini semakin nyata dengan meningkatnya kompleksitas
sengketa antara debitur dan penyelenggara pinjaman online dalam lima tahun
terakhir. Sengketa tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga mencakup
pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif hukum
modern, perlindungan hukum harus mencakup dimensi preventif dan represif
secara simultan (Sari, 2023). Evaluasi terhadap implementasi regulasi 2025 menjadi
penting untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk benar-benar memberikan
kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi debitur.

State of the art penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap
perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online pasca penguatan
regulasi OJK tahun 2025 dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan norma, tetapi juga
menganalisis implikasi yuridisnya terhadap asas transparansi, proporsionalitas, dan
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perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan
dalam bentuk evaluasi komprehensif terhadap efektivitas reformasi regulasi fintech
lending di Indonesia (Ahmed & Rahman, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
konstruksi perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online pasca
penguatan regulasi OJK tahun 2025 serta menilai efektivitas implementasinya dalam
menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan
kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen digital dan
kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan serta lembaga pengawas jasa keuangan
(Lestari & Kurniawan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi
akademik dan urgensi normatif dalam menjawab tantangan perlindungan hukum di
era ekonomi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan
pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research).
Desain ini dipilih karena objek kajian berupa norma hukum, prinsip perlindungan
konsumen, dan regulasi pinjaman online pasca penguatan kebijakan tahun 2025 oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis
konstruksi norma, asas, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang
mengatur perlindungan hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus
(case approach) terhadap beberapa putusan dan laporan pengaduan konsumen lima
tahun terakhir. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh regulasi dan literatur
ilmiah yang berkaitan dengan fintech lending, perlindungan konsumen, serta
perlindungan data pribadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2025).
Sampel penelitian berupa bahan hukum yang dipilih secara purposive sampling
berdasarkan relevansi dan kualitas akademik. Bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan terkait pinjaman online dan perlindungan
konsumen, termasuk regulasi OJK terbaru tahun 2025. Bahan hukum sekunder
terdiri dari 25 artikel jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2-Sinta 4 dan jurnal
internasional bereputasi (Scopus/WoS) yang diterbitkan antara tahun 2020-2025.
Adapun bahan hukum tersier meliputi buku teks hukum, kamus hukum, dan
laporan resmi lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Standar pemilihan literatur
dilakukan dengan kriteria: (1) diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020-2025); (2)
berasal dari jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional bereputasi; (3)
memiliki relevansi langsung dengan tema perlindungan hukum debitur, fintech
lending, atau perlindungan data pribadi; dan (4) memuat analisis normatif atau
empiris yang dapat mendukung argumentasi penelitian. Literatur yang tidak
memenuhi standar reputasi akademik atau tidak relevan secara substansial tidak
dijadikan objek kajian. Dengan demikian, validitas akademik penelitian tetap terjaga
melalui seleksi sumber yang ketat dan terukur. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi dokumentasi dan penelusuran basis data ilmiah secara daring, seperti
Google Scholar, Garuda, dan database jurnal internasional. Data yang dikumpulkan
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meliputi ketentuan normatif dalam regulasi, pendapat para ahli hukum, serta hasil
penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengkaji laporan
pengawasan dan perlindungan konsumen yang dipublikasikan oleh OJK sebagai
data pendukung. Seluruh data diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu
perlindungan kontraktual, perlindungan data pribadi, mekanisme penagihan, dan
efektivitas pengawasan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan
untuk memaparkan konstruksi norma dan perkembangan regulasi pinjaman online
pasca 2025. Analisis analitis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian norma dengan
asas hukum perjanjian, asas perlindungan konsumen, serta prinsip keadilan dan
proporsionalitas. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan
argumentasi dan rekomendasi terkait efektivitas perlindungan hukum debitur.
Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi
hukum, dan penarikan kesimpulan secara sistematis guna menjamin konsistensi dan
validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pinjaman online
tahun 2025 membawa perubahan signifikan terhadap pola perlindungan hukum
debitur, baik secara normatif maupun implementatif. Data lapangan diperoleh
melalui wawancara terhadap 12 debitur pinjaman online di tiga kota besar, 3
perwakilan penyelenggara fintech lending berizin, serta 2 pejabat pengawas dari
Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis 35 dokumen
pengaduan konsumen periode 2023-2025 dan melakukan observasi terhadap format
perjanjian elektronik pada 10 platform pinjaman online berizin. Temuan
menunjukkan adanya perbaikan transparansi informasi, namun masih terdapat
kendala dalam praktik penagihan dan pemahaman debitur terhadap isi kontrak
elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur, 8 dari 12 responden
menyatakan bahwa sebelum tahun 2025 mereka mengalami ketidakjelasan rincian
bunga dan biaya tambahan. Setelah penguatan regulasi, seluruh responden
mengakui bahwa platform kini mencantumkan simulasi pinjaman secara lebih rinci
sebelum persetujuan kontrak. Namun, 5 responden masih merasa posisi tawar
mereka lemah karena perjanjian berbentuk klausula baku yang tidak dapat
dinegosiasikan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi meningkat, tetapi asas
keseimbangan kontraktual belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Data dokumen pengaduan konsumen memperlihatkan adanya penurunan
laporan terkait intimidasi penagihan sebesar 37% pada tahun 2025 dibandingkan
tahun 2024. Meskipun demikian, laporan terkait penyalahgunaan data pribadi masih
ditemukan, khususnya pada platform yang sebelumnya bermasalah namun telah
melakukan perbaikan sistem. Hasil observasi terhadap mekanisme penagihan
menunjukkan bahwa sebagian besar platform telah menerapkan standar komunikasi
tertulis dan rekaman percakapan sebagai bentuk kepatuhan regulasi. Akan tetapi,
pengawasan terhadap pihak ketiga (debt collector eksternal) masih menjadi
tantangan utama dalam praktik.
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Tabel berikut menyajikan ringkasan temuan pengaduan konsumen sebelum
dan sesudah penguatan regulasi tahun 2025.

Table : 1 Perbandingan Jenis Pengaduan Debitur Pinjaman Online
(2024-2025)

Jenis Pengaduan Tahun 2024 Tahun 2025
Bunga dan Biaya Tidak
Transparan 15 kasus 6 kasus
Intimidasi Penagihan 19 kasus 12 kasus
Penyalahgunaan Data Pribadi 11 kasus 9 kasus
Akses Kontak Tanpa Izin 8 kasus 4 kasus

Data pada Tabel 1 menunjukkan tren penurunan jumlah pengaduan pada
hampir seluruh kategori. Penurunan paling signifikan terjadi pada aspek
transparansi bunga dan biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi pembatasan
bunga maksimum dan kewajiban simulasi pembiayaan efektif meningkatkan
keterbukaan informasi kepada debitur. Namun, aspek perlindungan data pribadi
belum menunjukkan penurunan yang terlalu signifikan, sehingga memerlukan
penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Selain analisis dokumen, penelitian ini juga menyebarkan kuesioner kepada
50 responden pengguna pinjaman online. Hasilnya menunjukkan bahwa 68%
responden merasa lebih terlindungi setelah adanya regulasi 2025, sementara 22%
menyatakan belum merasakan perubahan signifikan, dan 10% tidak mengetahui
adanya perubahan regulasi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi hukum dan
literasi keuangan masyarakat masih menjadi faktor penting dalam efektivitas
perlindungan hukum. Regulasi yang kuat tidak akan optimal tanpa pemahaman
masyarakat sebagai subjek hukum.

Berikut merupakan visualisasi persepsi responden terhadap efektivitas
regulasi 2025.

Persepsi Debitur terhadap Efektivitas Regulasi 2025

Tidak Mengetahui

Kurang Efektif

Efektif

Gambar 1: Persepsi Debitur terhadap Efektivitas Regulasi 2025
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Dalam perspektif normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penguatan regulasi 2025 telah mempertegas prinsip perlindungan konsumen melalui
pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, regulasi mewajibkan
transparansi, pembatasan bunga, dan pembatasan akses data pribadi. Secara represif,
sanksi administratif dan pencabutan izin menjadi instrumen pengendalian bagi
penyelenggara yang melanggar. Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan
hukum yang menekankan peran negara dalam menciptakan keseimbangan dalam
hubungan kontraktual digital.

Hasil wawancara dengan pejabat pengawas menunjukkan bahwa kendala
utama terletak pada kapasitas pengawasan terhadap ratusan platform digital dan
potensi munculnya kembali pinjaman online ilegal. Pengawasan berbasis teknologi
(suptech) mulai diterapkan, tetapi membutuhkan integrasi sistem yang lebih
komprehensif. Dalam konteks ini, efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh
substansi norma, melainkan juga oleh kapasitas institusional dan koordinasi lintas
lembaga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan
regulasi tahun 2025 telah memberikan dampak positif terhadap perlindungan
hukum debitur, khususnya dalam aspek transparansi dan penurunan intimidasi
penagihan. Namun, perlindungan data pribadi dan peningkatan literasi hukum
masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan strategi
berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum debitur dalam perjanjian
pinjaman online pasca 2025 dapat dikatakan mengalami kemajuan progresif, tetapi
belum sepenuhnya mencapai tingkat perlindungan yang ideal dan komprehensif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi Otoritas
Jasa Keuangan tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap perlindungan
hukum debitur dalam perjanjian pinjaman online. Hasil penelitian mengindikasikan
peningkatan transparansi informasi mengenai bunga dan biaya pinjaman,
penurunan praktik intimidasi penagihan, serta penerapan mekanisme perlindungan
data pribadi yang lebih jelas. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemui,
seperti minimnya literasi hukum dan keuangan masyarakat serta pengawasan
terhadap pihak ketiga yang melakukan penagihan. Regulasi tersebut telah
memperkuat asas perlindungan konsumen dan keseimbangan kontraktual, tetapi
efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas institusional pengawas dan
partisipasi aktif debitur sebagai subjek hukum. Kesimpulan penelitian ini
menekankan perlunya penguatan literasi hukum dan keuangan digital bagi
masyarakat serta peningkatan pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan
perlindungan hukum debitur yang optimal. Penelitian selanjutnya dapat
mengeksplorasi evaluasi empiris terhadap efektivitas mekanisme penegakan hukum
bagi pinjaman online ilegal atau membandingkan perlindungan hukum debitur
antara platform berizin dan non-izin secara longitudinal. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan
regulasi fintech yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
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